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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam 
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana hal tersebut merupakan upaya 
pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang kependidikan dan diwujudkan 
dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan 
berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Peningkatan mutu pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non-formal dan 
pendidikan informal, salah satunya dipengaruhi oleh kompetensi pendidik dan 
tenaga kependidikan yang artinya bahwa peran pendidik dan tenaga kependidikan 
merupakan faktor yang utama dalam peningkatan mutu pendidikan.  
Untuk memenuhi kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan tersebut 
salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pelaksanaan outsourcing 
pegawai, yakni dengan mengangkat Guru Tidak Tetap (GTT) di samping 
mengangkat Guru Tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS). Hal tersebut sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yakni dalam Pasal 2 
Ayat (3) bahwa di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
Pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap. ( Janry Haposan 
U.P Simanungkalit, 2009 : Vol.3,No.2). 
Guru merupakan sosok utama dalam lembaga pendidikan. Kualitas 
lembaga tidak dapat dipandang dari segi materi; seperti gedung megah, fasilitas 
lengkap, maupun status sekolah (Negeri atau Swasta). Akan tetapi, out-put 
lembaga yang akan dihasilkan. Sejauh mana mereka setelah lulus nanti, dapat 
terampil dengan disiplin ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan 
di lembaga tersebut. Namun demikian, pemerintah hingga sekarang ini masih 
menganaktirikan antara guru honorer (Non-PNS) atau wiyata bakti dengan guru 
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negeri (PNS). Nasib guru honorer di sekolah negeri maupun swasta masih belum 
jelas, disebabkan sebagian besar sekolah tidak sanggup menaikkan pendapatan 
mereka. Sedangkan bantuan dari pemerintah masih terbatas dan tidak merata 
(Kompas, 14 Mei 2009). 
 Profesi guru adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia, tugas guru 
adalah mentransfer ilmu pengetahuan, pengalaman, penanaman nilai-nilai budaya, 
moral dan agama. Selain itu guru juga berfungsi sebagai motivator, konsoling dan 
pemimpin dalam kelas. Kehadiran guru ditengah-tengah masyarakat merupakan 
unsur utama dan terpenting (http://www.antoe.web.id/?p=438). Upaya guru dalam  
mendidik, membimbing, mengajar serta melatih anak didik bukanlah hal yang 
mudah, hal tersebut membutuhkan keseriusan, pengalaman serta profesionalisme 
dalam mengorganisasikan pembelajaran sehingga mampu menjadi materi 
pelajaran yang dapat dan mudah dipahami anak didiknya dengan baik. Seorang 
guru mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa, 
sehingga tugas yang diembannya sangat berat yaitu membawa misi pembelajaran, 
pencerdasan dan pembaharuan. 
Pekerjaan guru honorer diharapkan dapat menjadi profesi yang 
profesional, artinya guru honorer adalah penyedia jasa, akan tetapi jasa yang 
diperoleh guru honorer masih sangat jauh dari yang diharapkan atau bahkan di 
bawah upah minimum regional (UMR), hal ini sungguh sangat memprihatinkan 
dan menyedihkan, di era globalisasi dan di tengah-tengah krisis multi yang 
mempengaruhi biaya hidup menjadi tinggi seperti sekarang ini, mereka tidak 
mungkin dapat berbuat maksimal tanpa mengetahui kebutuhan hidupnya. 
Pengabdian guru honorer dalam mengemban tugas mengajar boleh saja ikhlas 
mereka lakukan, tetapi mereka juga manusia biasa yang perlu memikirkan 
penghidupan, ekonomi, kesejahteraan keluarganya dan dirinya sendiri dalam 
kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat, nasib dan kesejahteraan guru honorer 
dewasa ini masih sungguh memprihatinkan, karena mereka masih harus bekerja 
dengan profesi-profesi yang lain untuk menutupi kebutuhan ekonomi keluarga. 
Dalam berbagai kebijakan, perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah 
terhadap nasib dan kesejahteraan guru honorer dirasa masih belum secara 
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sungguh-sungguh dan serius, ini justru semakin memperpanjang catatan dan 
masalah mengenai nasib guru honorer di negeri ini khususnya di kota Surakarta. 
Bertitik tolak pada masalah internal guru honorer baik yang menyangkut 
menurunnya kualitas, diskriminasi, perlindungan hukum, status hukum, 
kesejahteraan hidup dan kurangnya perhatian serta pembinaan organisasi guru 
honorer. Hal ini ada baiknya menjadi perhatian pemerintah dalam mencari solusi 
untuk menyelesaikan masalah tersebut, mengingat betapa pentingnya tugas dan 
peranan guru honorer dalam memajukan kehidupan masyarakat, bangsa dan 
negara. 
Berubahnya sistem pendidikan di negara ini telah melahirkan sejumlah 
peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang diharapkan dapat 
memberikan harapan bagi guru honorer, akan tetapi pada kenyataannya peraturan-
peraturan tersebut belum mampu menyentuh dan memperbaiki nasib guru 
honorer, agar dapat hidup lebih baik, layak dan sejahtera, seiring dengan 
perkembangan jaman yang mengharuskan guru honorer untuk bekerja secara 
profesional, dengan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang berat yang harus 
dilaksanakan ditengah merosotnya moral dan rendahnya kualitas pendidikan di 
negeri ini khususnya di kota Surakarta. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dirasa  belum menyentuh secara baik 
nasib serta kesejahteraan guru honorer, padahal konstribusi yang diberikan oleh 
guru honorer dalam dunia pendidikan di negara ini tidak dapat diabaikan begitu 
saja, karena mereka mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembangunan 
sumber daya manusia yang berkualitas. Sertifikasi profesi guru sebagaimana 
tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang diharapkan dapat 
meningkatkan kesejahteraan guru honorer, juga belum mampu menjadi sebuah 
kebijakan yang efektif dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan dan 
peningkatan status hukum profesi guru honorer. Untuk itu, sebagai upaya balas 
jasa pemerintah atas kontribusi dan dedikasi yang diberikan oleh tenaga honorer 
khususnya profesi guru, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah, 
yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon 
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Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang pelaksanaannya hanya sampai tahun 2009 
yang lalu (http://niasonline.net/2008/04/01/). 
Adanya Peraturan Pemerintah tersebut dirasa masih belum dapat 
menyelesaikan persoalan mengenai pengangkatan tenaga honorer dalam hal ini 
guru honorer di kota Surakarta, mengingat masih banyaknya guru honorer yang 
belum masuk database Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta 
padahal mereka telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Hal itulah yang 
menghambat pelaksanaan pengangkatan guru honorer yang jumlahnya begitu 
banyak, sedangkan tidak mungkin pemerintah mengangkat semua guru honorer 
tersebut dikarenakan harus disesuaikan dengan keadaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) yang 
nantinya digunakan untuk menggaji mereka. Atas dasar uraian tersebut diatas, 
penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul : “KAJIAN 
YURIDIS STATUS HUKUM TENAGA GURU HONORER PEMERINTAH 
KOTA SURAKARTA PADA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 
OLAHRAGA KOTA SURAKARTA MENURUT UNDANG - UNDANG 
NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK - POKOK 
KEPEGAWAIAN”. 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang tegas dapat menghindari pengumpulan data yang 
tidak diperlukan, sehingga penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang ingin 
dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan menegaskan 
masalah-masalah apa yang hendak diteliti, yang dapat memudahkan penulis dalam 
mengumpulkan, menyusun, dan menganalisa data. Untuk  mempermudah dalam 
pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pengaturan tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ? 
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2. Bagaimanakah status hukum tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dari masalah yang diteliti dan 
untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Tujuan penelitian diperlukan karena 
berkaitan erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. 
Oleh karena itu penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian 
ini. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini baik secara obyektif maupun 
secara subyektif adalah: 
1. Tujuan obyektif 
a. Mengetahui pengaturan tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. 
b. Mengetahui status hukum tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. 
2. Tujuan subyektif 
a. Memperoleh  data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan 
penulisan hukum guna memenuhi persyaratan akademis bagi setiap 
mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaaan dalam bidang ilmu hukum di 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
b. Mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh 
kuliah dalam bidang hukum administrasi negara khususnya dalam hal 
kepegawaian di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan 
bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 
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1. Manfaat Teoritis  
a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum pada 
umumnya, khususnya hukum administrasi negara dalam hal kaitannya 
dengan status hukum tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. 
b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan 
teori yang diperoleh, sehingga dapat menambah pengetahuan, 
pengalaman dan dokumentasi ilmiah. 
2. Manfaat Praktis 
a.  Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam teori 
dan praktek penelitian ilmiah dibidang ilmu hukum. 
b. Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan hasil 
penelitian akan permasalahan yang diteliti dan dapat dipergunakan 
sebagai bahan tambahan pengetahuan serta masukan bagi para pihak 
yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
E. Metode Penelitian 
Metode merupakan unsur yang penting dalam penelitian untuk mendapatkan 
bahan hukum yang validitasnya tinggi. Tanpa suatu metode, maka peneliti akan 
sulit menentukan, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam mengungkap 
kebenaran. Sebelum mengadakan penelitian ilmiah, hendaknya peneliti harus 
lebih dahulu memahami konsep dasar ilmu pengetahuan (yang berisi sistem dan 
ilmunya) dan metodologi penelitian disiplin ilmu tersebut (Jhonny Ibrahim, 2006 : 
26). 
Adapun metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut :  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian 
doktrinal dan penelitian non-doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum 
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normatif. Penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu 
penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu 
social dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33). 
Penelitian seperti itu tidak mengenal penelitian lapangan (field research) 
karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan 
sebagai : library based, focusingon reading and analysis of the primary and 
secondary materials (Jhonny Ibrahim, 2006 : 46). 
2. Sifat Penelitian  
Ilmu hukum memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif 
atau terapan. Dalam penelitian hukum ini karakteristik yang digunakan yaitu 
ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang preskriptif, ilmu 
hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan 
hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud 
Marzuki, 2006 : 22). Sifat ini merupakan hal substansial yang tidak mungkin 
dapat dipelajari oleh disiplin ilmu lain yang obyeknya juga hukum. 
3. Pendekatan Penelitian  
Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan  dalam penelitian hukum 
terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (statute 
approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud 
Marzuki, 2005:93).  
Dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan 
penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) 
yaitu pendekatan dengan menggunakan regulasi dan legislasi, dimana dalam 
penelitian ini regulasi yang digunakan sebagai acuan adalah Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1979 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian. 
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber 
penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang 
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artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum 
sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan 
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas 
putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141). Sumber bahan 
hukum sekunder dalam penelitian normatif ini adalah : 
a. Bahan hukum primer itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan 
yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang telah 
diamandemen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1979 jo Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  
b. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, jurnal-jurnal 
hukum yang terkait, dan media massa yang mengulas mengenai tenaga 
guru honorer serta peraturan yang terkait dengan masalah tenaga guru 
honorer. 
c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. 
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Kegiatan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan 
cara pengumpulan (dokumentasi) bahan hukum sekunder berupa peraturan 
perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian 
dikategorikan menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penulisan ini 
penulis menggunakan teknik study pustaka atau collecting by library untuk 
mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang diperlukan. 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika 
deduktif. Menurut Jhonny Ibrahim yang mengutip pendapat Arief Shidarta, 
logika deduktif merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal-hal 
yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Penalaran 
deduktif adalah penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku 
umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi (Jhonny Ibrahim, 
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2006 : 249-250). Sedangkan menurut Lexy J. Moleong, analisis bahan hukum 
merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu 
laporan. Analisis bahan hukum adalah proses pengorganisasian dan 
pengurutan bahan hukum dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga akan 
dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
disarankan oleh bahan hukum (Lexy J. Moleong, 1993 : 103). 
Dalam penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh dengan cara 
menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian dari studi kepustakan, aturan 
perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu 
menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Tahap akhir 
yaitu dengan menarik kesimpulan dari bahan hukum yang diolah, sehingga 
pada akhirnya dapat menjawab mengenai pengaturan, serta status hukum 
tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga dalam Undang-Undang Kepegawaian. 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan 
gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan 
dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika 
penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab terbagi 
dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman 
terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun penulis menyususn sistematika 
penelitian hukum sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Dalam bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 
Penelitian Hukum, dan Sistematika Penulisan Hukum. 
BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini akan dibahas kajian pustaka berkaitan dengan 
judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan 
landasan/kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka 
pemikiran. Kajian pustaka ini meliputi tinjauan pustaka yang 
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meliputi tinjauan tentang tenaga guru honorer dan tinjauan 
mengenai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian. 
BAB III  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang 
berkaitan dengan pengaturan serta status hukum tenaga guru 
honorer Pemerintah Kota Surakarta pada Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut Undang- Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.  
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada 
bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil 
berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat 
disampaikan atas penulisan hukum ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Tentang Tenaga Guru Honorer 
a. Pengertian Guru 
 Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (1) dinyatakan, bahwa guru adalah 
tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 
terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. 
 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Guru dan Dosen, menyebutkan guru adalah pendidik profesional dengan 
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 
menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 
jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 
Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan 
bahwa penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, 
atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur 
pendidikan formal. 
 Menurut pendapat Asef Umar Fakhruddin, guru dijabarkan sebagai 
sebuah pekerjaan profesional yang membutuhkan kemampuan khusus 
hasil proses pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 
keguruan ( Asef Umar Fakhruddin, 2009 : 43 ). Sedangkan menurut 
pendapat Imam Musbikin dalam bukunya yang mengutip pendapat 
Ramayulis, seorang guru adalah pendidik yaitu orang yang memikul 
tanggung jawab untuk membimbing (Imam Musbikin, 2010 : 25). 
 Secara kualitas, kita masih kekurangan guru yang betul-betul 
berkualitas tinggi sesuai standar baik profesional, fungsional maupun 
kompetensional. Kualitas guru yang dirasakan sangat kurang atau masih 
rendah ini, terutama bila dihubungkan dengan pesatnya kemajuan ilmu 
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pengetahuan, teknologi dan tuntutan masyarakat. Menurut D.E.H Tigelaar 
and J.Van Tartwijk berpendapat bahwa : 
“In the last few decades, teacher evaluation, and also the 
evaluation of prospective teachers, has developed from paper-and-
pencil tests or standardized observations into assessment that is 
aimed at gaining a comprehensive picture of that the development 
of teachers' knowledge and performance. Examples of this new 
type of assessment are peer assessment, self-assessment, 
simulations, and portfolios. The assessment of prospective teachers 
is often learning-oriented in the sense that much emphasis is put on 
learning elements such as efficient feedback” (D.E.H Tigelaar and 
J.Van Tartwijk, 2010 : Vol.28, No.5). 
 
 Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa evaluasi bagi guru dan 
calon guru telah berkembang ke arah standar observasi yang ditujukan 
untuk mengetahui gambaran secara komprehensif tentang perkembangan 
pengetahuan guru dalam mendidik. 
 Sedangkan menurut pendapat W.Robinson and J.Campbell : 
“The evaluation of teacher quality functions to increase 
educational efficiency, support career development, and contribute 
to school effectiveness. Attempts to generate policy linkages 
between teacher evaluation, teacher effectiveness research, and 
school improvement are outlined, drawing attention to substantive 
differences between national systems. Tensions between 
professional autonomy and teacher evaluation are illustrated, and 
the role of formally established professional competency standards 
is explored. A typology of teacher evaluation is proposed. 
Problematic issues and suggestions for further research are 
identified” (W. Robinson and J. Campbell, 2010 : Vol. 30, No.6). 
 
 Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa fungsi evaluasi kualitas 
bagi guru adalah untuk meningkatkan efisiensi pendidikan, mendukung 
pengembangan karir, dan memberikan kontribusi terhadap efektivitas 
sekolah. Upaya untuk menghasilkan hubungan kebijakan antara penilaian 
guru, penelitian efektivitas guru, dan perbaikan sekolah untuk 
memperoleh gambaran perhatian dalam perbedaan substantif antara sistem 
nasional.  
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b. Tugas dan Peran Guru 
Seorang guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas 
maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian, menurut Asef Umar 
Fakhruddin dibagi menjadi (3) tiga kelompok, yaitu : 
1) Tugas sebagai profesi meliputi mendidik dalam pengembangan nilai-
nilai kehidupan, melatih dalam pengembangan keterampilan, dan 
mengajar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
kepada siswanya. 
2) Tugas dalam bidang kemanusiaan, guru dituntut untuk dapat 
menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua di sekolah, dituntut untuk 
mampu menarik simpati sehingga dapat menjadi idola para siswanya. 
3) Tugas dalam bidang kemasyarakatan meliputi hal mendidik dan 
mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara Indonesia yang 
bermoral Pancasila, serta mencerdaskan bangsa Indonesia ( Asef Umar 
Fakhruddin, 2009 : 74-76 ).   
Sedangkan menurut pendapat Imam Musbikin, peranan guru 
sebagai pendidik meliputi : 
1) Guru sebagai korektor, harus dapat membedakan nilai yang baik dan 
yang buruk. 
2) Guru sebagai inspirator, harus dapat memberikan ilham yang baik bagi 
kemajuan anak didiknya. 
3) Guru sebagai informator, guru harus dapat memberikan informasi 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
4) Guru sebagai organisator, harus memiliki kegiatan pengelolaan 
akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender 
akademik, dan sebagainya. 
5) Guru sebagai motivator, harus dapat mendorong semangat anak 
didiknya agar aktif dalam belajar. 
6) Guru sebagai inisiator, harus dapat mencetuskan ide-ide kemajuan 
dalam pendidikan dan pengajaran. 
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7) Guru sebagai fasilitator, harus dapat menyediakan fasilitas yang 
memadai untuk memudahkan terlaksananya kegiatan belajar anak 
didiknya, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 
8) Guru sebagai pembimbing, harus dapat membimbing anak didiknya 
yang masih anak-anak menjadi manusia dewasa sehingga cakap dan 
mandiri. 
9) Guru sebagai demonstrator, harus dapat memperagakan apa yang 
diajarkan secara diktatis, sehingga apa yang ia inginkan sejalan dengan 
pemahaman anak didiknya, serta tercapainya tujuan pengajaran secara 
efektif dan efisien. 
10) Guru sebagai pengelola kelas, harus dapat membuat anak didiknya 
betah tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa 
belajar di dalamnya. 
11) Guru sebagai mediator, harus memiliki pengetahuan dan pemahaman 
tentang media pendidikan baik jenis dan bentuknya, baik media 
material maupun nonmaterial. 
12) Guru sebagai supervisor, harus dapat membantu, memperbaiki, dan 
menilai secara kritis terhadap proses pengajaran. 
13) Guru sebagai elevator, dituntut untuk dapat menjadi elevator yang baik 
dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyangkut intrinsik 
maupun ekstrinsik ( Imam Musbikin, 2010 : 55-64 ). 
c. Hak dan Kewajiban Guru 
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, menurut Pasal 14 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru 
berhak :  
1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 
jaminan kesejahteraan sosial, meliputi gaji pokok, tunjangan yang 
melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, 
tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang 
terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip 
penghargaan atas dasar prestasi.  
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2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan 
prestasi kerja;  
3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas 
kekayaan intelektual;  
4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;  
5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran 
untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;  
6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut 
menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta 
didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan 
perundang-undangan;  
7) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan 
tugas;  
8) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;  
9) memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan 
pendidikan;  
10) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan 
kualifikasi akademik dan kompetensi; dan 
11) memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. 
Mengenai bentuk tunjangan-tunjangan sebagaimana disebutkan 
dalam poin kesatu di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :  
a) Tunjangan profesi yaitu:   
(1) pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang 
telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh 
penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh masyarakat; 
(2) tunjangan profesi diberikan setara dengan 1(satu) kali gaji 
pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada 
tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama; dan 
(3) tunjangan profesi dialokasikan dalam APBN dan/atau APBD.  
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b) Tunjangan Fungsional yaitu : 
(1) pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan tunjangan 
fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah;  
(2) pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan subsidi 
tunjangan fungsional kepada guru yang diangkat oleh satuan 
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai 
dengan peraturan perundang- undangan; dan 
(3) tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional 
dialokasikan dalam APBN dan/atau APBD.  
c) Tunjangan Khusus yaitu : 
(1) pemerintah memberikan tunjangan khusus kepada guru yang 
bertugas di daerah khusus;   
(2) tunjangan khusus diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji 
pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada 
tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama; dan 
(3) guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah di 
daerah khusus, berhak atas rumah dinas yang disediakan oleh 
pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.  
d) Kemaslahatan tambahan yaitu :  
(1) maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang 
diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi 
pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta 
kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri 
guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain; dan  
(2) pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya 
maslahat tambahan tersebut.  
 Selain mempunyai hak, dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, seorang guru juga mempunyai 
kewajiban dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, yaitu :  
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1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang 
bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;  
2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan 
kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni;  
3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 
jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar 
belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam 
pembelajaran;  
4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode 
etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan  
5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 
d. Prinsip Profesionalitas Guru  
 Prinsip profesionalitas guru dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005  tentang Guru dan Dosen yaitu sebagai 
berikut : 
1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, serta idealisme; 
2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 
ketakwaan, dan akhlak yang mulia; 
3) memiliki kualifikasi akademik atau latar belakang pendidikan sesuai 
dengan bidang tugasnya; 
4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya; 
5) memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan; 
6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 
7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalannya 
secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 
8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 
keprofesionalan; dan 
9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur 
hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 
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e. Pengertian Tenaga Honorer dan Guru Honorer 
 Pada Pasal 1 butir kesatu (yang saat ini sedang direvisi) Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CPNS dijelaskan bahwa tenaga honorer adalah seseorang yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam 
pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah 
atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.  Tenaga honorer 
atau yang sejenis yang dimaksud, termasuk guru bantu, guru honorer, 
guru wiyata bhakti, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak 
tetap, dan lain-lain yang sejenis dengan itu yang bertugas di bawah 
naungan instansi pemerintah yang digaji dari APBN/APBD. Peraturan 
Pemerintah ini memungkinkan setiap kabupaten maupun kota mengangkat 
tenaga honorer termasuk guru. Gaji mereka dibebankan pada APBN dan 
APBD, dan secara bertahap dapat diangkat menjadi CPNS. 
 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, yang berisi  
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang 
Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS dijelaskan secara lebih 
tegas bahwa penghasilan tenaga honorer dari APBN/APBD  adalah 
penghasilan pokok yang secara tegas tercantum dalam alokasi belanja 
pegawai/upah pada APBN/APBD. Dalam hal penghasilan tenaga honorer 
tidak secara tegas tercantum dalam alokasi belanja pegawai/upah pada 
APBN/APBD, maka tenaga honorer tersebut tidak termasuk dalam 
pengertian dibiayai oleh APBN/APBD. Akan tetapi dibiayai dari anggaran 
lain misalnya, dana bantuan operasional sekolah, bantuan atau subsidi 
untuk kegiatan/pembinaan yang dikeluarkan dari APBN/APBD, atau yang 
dibiayai dari retribusi. 
 Istilah tenaga honorer dibedakan menjadi dua macam yaitu tenaga 
honorer yang berasal dari APBN/APBD dan tenaga honorer Non 
APBN/APBD. Istilah tenaga honorer APBN/APBD yang ada saat ini 
adalah identik dengan tenaga yang berasal dari : 
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1) Tenaga Guru disebut Guru Bantu Sementara (GBS) di lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama melalui SK 
dan ketetapan gaji langsung dari Menteri terkait melalui dana APBN, 
2) Tenaga Teknis dan Fungsional di lingkungan Departemen Kesehatan 
disebut Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti Tenaga Dokter, Perawat 
dan Tenaga Teknis Kesehatan dengan dasar pelaksanaan tugas 
langsung melalui SK Menteri ataupun SK Bupati/Walikota dengan 
gaji yang didanai oleh APBN/APBD 
3) Tenaga Fungsional di lingkungan Departemen Pertanian disebut 
Pegawai Tidak Tetap (PTT) seperti Penyuluh Pertanian dengan dasar 
pelaksanaan tugas langsung melalui SK Menteri dengan gaji yang 
didanai oleh APBN 
(http://pimpusktsi.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwanindonesia-
tenaga.html). 
 Sedangkan istilah tenaga honorer Non APBN/APBD adalah 
pegawai tidak tetap yang bekerja dan mengabdikan hidupnya menjadi 
aparatur pemerintah yang pembiayaan gajinya tidak di danai oleh 
APBN/APBD tapi dibayar berdasarkan keiklasan para pegawai negeri 
yang dibantunya ataupun dana operasional instansi tersebut yang besar 
pembayarannya tidak menentu dan relatif lebih kecil dari standar upah 
minimum baik regional ataupun kabupaten / kota 
(http://pimpusktsi.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwan-indonesia-
tenaga.html). 
 Guru Indonesia saat ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama 
guru PNS, mereka bekerja berdasarkan surat keputusan pemerintah dan 
menerima gaji setiap bulannya dari APBN/APBD. Kedua guru honorer 
atau guru tidak tetap (GTT), mereka mengabdi atas kehendak sendiri yang 
dilegalisasi surat keputusan dari kepala sekolah atau yayasan. Mereka 
dibayar atas dasar perjanjian tertulis dengan pihak sekolah atau yayasan 
yang bersangkutan yang besarannya bervariasi, ada yang Rp. 250.000,00, 
ada yang Rp. 150.000,00, dan bahkan ada yang Rp 75.000,00 perbulan, 
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hal tersebut tergantung kondisi keuangan sekolah yang bersangkutan 
(http://mansyurpribadi.blogspot.com/2009/12/perlindungan-hukum-bagi-
guru.html). 
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, guru honorer adalah guru 
yang tidak digaji sebagai guru tetap, tetapi menerima honorarium 
berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diberikan. Sedangkan guru honor 
daerah (Honda) adalah guru bukan PNS yang diangkat Pemerintah 
Provinsi / Kabupaten / Kota pada sekolah negeri atau sekolah swasta 
dengan biaya dari APBD. 
  Suciptoardi mengemukakan pendapatnya mengenai guru tidak 
tetap Sekolah Negeri terkait dengan ketidaktahuan atau kesimpangsiuran, 
bahkan ketidakjelasan akan arti guru tidak tetap, yaitu istilah yang lazim 
disebut oleh pihak sekolah untuk guru yang:  
 
1) diangkat berdasarkan kebutuhan pada satuan pendidikan (sekolah) 
dengan persetujuan dari kepala sekolah;  
2) dalam hal baik pengangkatan juga pemberhentian, menandatangani 
kontak kerja selama jangka waktu tertentu, setahun atau lebih sesuai 
dengan kebutuhan sekolah merupakan kewenangan kepala sekolah; 
3) penggajian berdasarkan sumbangan dari masyarakat dan tunjangan 
fungsional Rp.200.00/bulan, khusus yang memenuhi kuota 24 jam 
dengan berbagai pertimbangan, baik itu jam mengajar dari beberapa 
sekolah, sebagai wali kelas, pembina ekstrakulikuler, tim IT sekolah, 
staff, dan jabatan lainnya dalam koridor pendidikan;  
4) tunjangan fungsional adalah “jasa baik” Pemerintah daerah, walaupun 
legal, akan tetapi tidak masuk dalam kategori dari “pembiayaan 
APBD”;  
5) dengan demikian, guru tidak tetap adalah guru yang tidak masuk 
dalam APBN dan APBD 
(http://suciptoardi.wordpress.com/2010/02/17/pengertian-gtt-guru-
tidak-tetap-sekolah-negeri/). 
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 Pada dasarnya, kebijakan pengangkatan guru honorer diserahkan 
pada kebutuhan dari masing-masing instansi, namun dalam hal proses 
pelaksanaannya terdapat berbagai permasalahan yang ternyata tidak sesuai 
dengan keinginan dari Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi yang 
melaksanakan tugas sebagai : 
a. guru;  
b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan;  
c. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan  
d. tenag teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.  
 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005. Dalam 
Implementasinya, pemerintah hanya melihat pada syarat-syarat formil, 
yaitu masa kerja dan usia tanpa mempertimbangkan skala prioritas yang 
diharapkan oleh pembuat peraturan (Sri Hartini dkk, 2008 : 37-38).  
 Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (1) dalam huruf a, 
diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai guru. Pengangkatan 
tenaga honorer dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi 
serta didasarkan pada usia dan masa kerja sebagai berikut : 
1) usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 
(sembilan belas) tahun; dan 
2) masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara 
terus menerus. 
 Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi persyaratan, 
diprioritaskan bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih 
lama atau yang usianya menjelang 46 (empat puluh enam) tahun. Tenaga 
honorer yang mempunyai masa kerja lebih banyak menjadi prioritas 
pertama untuk diangkat menjadi CPNS. Dalam hal terdapat  beberapa 
tenaga honorer yang mempunyai masa kerja yang sama, tetapi jumlah 
tenaga honorer melebihi lowongan formasi yang tersedia, maka 
diprioritaskan untuk mengangkat tenaga honorer yang berusia lebih tinggi. 
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f. Ciri Khusus Guru Tidak Tetap / Pegawai Tidak Tetap di Sekolah 
Negeri  
 Ciri-ciri khusus guru tidak tetap/pegawai tidak tetap di sekolah 
negeri menurut Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia, antara 
lain : 
1) telah mengabdi di Sekolah Negeri/milik pemerintah, dengan masa 
bakti antara 5-25 tahun. 
2) telah mengikuti proses pendataan tenaga honorer secara nasional, 
melalui proses pengisian daftar pertanyaan tentang Pemerintahan yang 
baik, yang dilaksanakan tahun 2005. (dibuktikan dengan kartu peserta) 
3) usia guru tidak tetap/pegawai tidak tetap variatif, rata-rata mencapai di 
atas 35-49 tahun. 
4) penghasilan mereka selama ini diberikan dari Anggaran Sekolah dan 
dibawah Upah Minimal Regional (UMR) (Forum Tenaga Honorer 
Sekolah Negeri Indonesia, Hasil Rapat Koordinasi Nasional tanggal 
10-11 Januari 2009). 
 Dengan tetap berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 
2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, maka semua guru 
tidak tetap/pegawai tidak tetap (Tenaga Honorer) Non APBN/APBD 
pembiayaan lain-lain, diangkat menjadi CPNS dengan memperhatikan 
syarat khusus sebagai berikut : 
1) masuk dalam daftar database tenaga honorer pembiayaan lain-lain 
dibuktikan dengan memiliki kartu peserta mengikuti pengisian daftar 
pertanyaan tentang pemerintahan yang baik. 
2) memenuhi syarat minimal masa kerja dan batas usia sesuai peraturan. 
3) bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun 
berturut-turut, maka kepadanya diangkat dengan mengabaikan 
kualifikasi pendidikan dan usia maksimal 49 tahun. 
4) bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun, 
maka harus memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D4 untuk formasi 
guru SLTA dan SLTP sederajat bagi tenaga kependidikan. 
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g. Persyaratan yang Harus Disiapkan Bagi Guru yang Ditetapkan 
Mengikuti Sertifikasi 2010 
1) Persyaratan Umum : 
a) guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan 
Departemen Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di 
sekolah umum, kecuali guru Agama. Sertifikasi guru bagi guru 
Agama (termasuk guru Agama yang memiliki NIP 13) dan semua 
guru yang mengajar di Madrasah (termasuk guru bidang studi 
umum yang memiliki NIP) diselenggarakan oleh Departemen 
Agama dengan kuota dan aturan penetapan peserta dari 
Departemen Agama. Sesuai Surat Edaran Bersama Direktur 
Jenderal PMPTK dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama 
Nomor SJ/Dj.I/Kp.02/1569/2007, Nomor 4823/F/SE/2007 Tahun 
2007. 
b) guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan 
formal yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, 1 Desember 2008 (Pasal 67). 
c) guru bukan PNS harus memiliki SK sebagai guru tetap dari 
penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada 
sekolah negeri harus memiliki SK dari dinas pendidikan provinsi/ 
kabupaten/kota. 
d) pada tanggal 1 Januari 2011 belum memasuki usia 60 tahun. 
e) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). 
2) Persyaratan Khusus untuk Uji Kompetensi melalui Penilaian 
Portofolio : 
a) memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat 
(D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan 
b) memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 
5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
diterbitkan, yang bersangkutan telah menjadi guru. 
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c) guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan 
yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila 
sudah: 
(1) pada 1 Januari 2010 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai 
pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau 
(2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit 
kumulatif setara dengan golongan IV/a. 
3) Persyaratan Khusus untuk Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung 
: 
a)  guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan 
yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2) atau doktor (S3) 
dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau 
bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata 
pelajaran yang diampunya, atau guru kelas dan guru bimbingan dan 
konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya 
IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan 
golongan IV/b. 
b)  guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan 
yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang 
memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c 
(http://tunas63.wordpress.com/2009/12/20/syarat-peserta-
sertifikasi-guru-2010/). 
2. Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian 
Indonesia telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai 
manajemen kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang 
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang 
ditandatangani oleh Presiden B. J Habibie pada tanggal 30 September 1999. Di 
dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan secara rinci mengenai jenis, 
kedudukan, hak dan kewajiban serta pelaksanaan manajemen kepegawaian. 
Akan tetapi undang-undang tersebut hanya merupakan pengaturan untuk 
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pegawai pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil. Di dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian tidak terdapat 
pengaturan secara jelas dan rinci mengenai tenaga honorer, sedangkan tenaga 
honorer di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan 
tugas-tugas pemerintah.  
Dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa disamping pegawai negeri, 
pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap dimana dalam 
penjelasan undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap 
adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan 
tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan 
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Akan tetapi 
pegawai tidak tetap ini tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil. 
Penamaan pegawai tidak tetap mempunyai arti sebagai pegawai di luar PNS 
dan pegawai lainnya ( tenaga kerja ), dimana merupakan salah satu bentuk 
antisipasi pemerintah terhadap banyaknya kebutuhan pegawai namun dibatasi 
oleh dana APBN/APBD dalam penggajiannya (Sri Hartini dkk, 2008 : 37). 
Sedangkan pada Pasal 16A dijelaskan bahwa : 
”Untuk memperlancar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan, pemerintahan dapat mengangkat langsung menjadi 
Pegawai Negeri Sipil bagi mereka yang telah bekerja pada instansi yang 
menunjang kepentingan Nasional. Persyaratan, tata cara, dan 
pengangkatan langsung menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah ". 
 
Pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah 
menandatangani Peraturan Pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer 
menjadi CPNS yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan telah 
diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007. Peraturan 
Pemerintah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan 
tenaga-tenaga honorer yang dalam hal ini meliputi tenaga guru, tenaga 
kesehatan, dan tenaga teknis. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 disebutkan 
bahwa ”Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan Peraturan 
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Pemerintah ini, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga tertentu pada 
instansi pemerintah“. Pengangkatan tenaga honorer dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 sebagai perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CPNS dijelaskan dalam rumusan pasal-pasalnya antara lain :  
Pasal 3 disebutkan bahwa : 
(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi yang 
melaksanakan tugas sebagai: 
a. guru;  
b. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; 
c. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan 
d. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada: 
a. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 19 
(sembilan belas) tahun; dan 
b. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun secara 
terus menerus.  
Pasal 4 disebutkan bahwa : 
(1) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi tenaga honorer yang 
mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 (empat 
puluh enam) tahun. 
Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah ini diubah sebagaimana yang terdapat 
dalam penjelasannya yaitu : 
(1) Pentahapan ini disesuaikan dengan jumlah lowongan formasi yang 
ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. 
(2) Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya 
tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, baru dapat diangkat menjadi CPNS 
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apabila semua tenaga honorer yang dibiayai APBN dan APBD seluruhnya 
secara nasional telah diangkat menjadi CPNS sebelum Tahun Anggaran 
2009. Dengan demikian, apabila masih terdapat tenaga honorer yang 
dibiayai APBN dan APBD belum diangkat menjadi CPNS sampai Tahun 
Anggaran 2009, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN dan 
APBD tidak dapat diangkat sebagai CPNS.  
Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang dibiayai 
APBN dan APBD telah selesai seluruhnya diangkat sebagai CPNS, maka 
tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD yang bekerja pada 
instansi pemerintah dapat diangkat menjadi CPNS sesuai dengan kebijakan 
nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan riil, dan kemampuan 
keuangan negara. 
Pasal 7 disebutkan bahwa Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan secara objektif dan transparan. Sedangkan 
dalam Pasal 8 disebutkan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, 
semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan instansi, 
dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan 
dengan Peraturan Pemerintah. 
Pasal 9 
(1) Untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dibentuk 
Tim Koordinasi Tingkat Nasional dan Tim Tingkat Instansi. 
(2) Tim Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan 
aparatur negara. 
(3) Tim Tingkat Instansi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang 
bersangkutan. 
(4) Untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS tingkat 
instansi daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Gubernur. 
Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ini, dibebankan pada: 
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a. APBN bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan 
b. APBD bagi tenaga honorer di instansi daerah. 
Akan tetapi keberadaan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan 
tenaga honorer menjadi CPNS ini pada kenyataannya masih belum melindungi 
hak-hak tenaga honorer khususnya profesi guru untuk mendapatkan pekerjaan 
dan penghidupan yang layak sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 
Dasar 1945. 
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Bagan 1 Kerangka Pemikiran 
UU Nomor 43 Tahun 1999 
Tentang Kepegawaian 
Guru 
Pengangkatan (SK) 
Status Hukum ? 
Pegawai Tidak Tetap / Honorer 
Seleksi CPNS 
Pegawai Negeri Sipil 
Peraturan Pemerintah 
(PP Nomor 48 Tahun 2005 
junto PP Nomor 43 Tahun 
2007 Tentang Pengangkatan 
Tenaga Honorer Menjadi 
CPNS) 
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Keterangan : 
Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian telah diatur mengenai manajemen kepegawaian guna memenuhi 
kebutuhan sumber daya manusia dalam hal ini pegawai di lingkungan instansi 
pemerintah sebagai prasarana untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 
Manajemen kepegawaian tersebut dapat meliputi rekruitmen pegawai yang mana 
termasuk juga profesi guru.  Sebagaimana kita ketahui profesi guru yang berstatus 
sebagai guru PNS di Indonesia khususnya di Kota Surakarta ini masih belum 
memenuhi kuota pegawai, sehingga instansi pendidikan masih memerlukan 
sejumlah guru honorer yang mana berstatus sebagai pegawai tidak tetap yang 
diangkat oleh kepala sekolah terkait dan digaji dari anggaran sekolah.  
Rekruitmen terhadap calon guru PNS dapat dilakukan melalui seleksi 
CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah-pemerintah daerah yang 
dimaksudkan untuk mengisi kekosongan/formasi pegawai. Selain itu juga dapat 
melalui pengangkatan yang biasanya peruntukkan bagi guru honorer. Prosedur 
pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini, telah diatur dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2007, yang mana pelaksanaannya telah selesai pada tahun 2009 yang 
lalu.  
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya Peraturan Pemerintah tersebut masih 
belum dapat memenuhi jumlah tenaga honorer khususnya profesi guru yang 
begitu banyak untuk diangkat menjadi CPNS. Sehingga para guru honorer 
tersebut menuntut kesejahteraan dan jaminan penghidupan yang layak sebagai 
balas jasa atas pengabdian mereka pada instansi pendidikan. Hal itu juga 
dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian 
tidak mengatur secara jelas bagaimana status hukum tenaga honorer sebagai 
bagian dari manajemen kepegawaian. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
1. Pengaturan tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta pada Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki struktur pemerintahan 
yang begitu kompleks dengan berbagai permasalahannya. Efektifitas birokrasi 
merupakan unsur penting bagi terbentuknya sistem kerja administrasi 
pemerintahan khususnya di bidang Kepegawaian. Setiap perkembangan 
organisasi, keberhasilannya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia di 
dalamnya dalam mengelola dan mengatur sumber daya lainnya. Dengan 
demikian Pegawai atau Aparatur Pemerintah dalam Tata Pemerintahan 
Indonesia merupakan sumber daya utama di organisasi Pemerintah dalam 
mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yakni terciptanya masyarakat adil 
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
Perkembangan suatu pemerintahan, di dalamnya terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhinya, baik materil maupun non materil walaupun pada 
dasarnya pelaksanaan pembentukan sistematika materil maupun non 
materilnya sangat ditentukan oleh unsur finansial, disamping sumber daya 
manusia sebagai pengelola unsur manajemen. Hal tersebut sejalan dengan 
sistem pengembangan Aparatur dalam organisasi pemerintahan khususnya 
yang dikelola oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) selaku pengelola teknis aparatur atau pegawai pemerintah 
negara Republik Indonesia dibawah naungan Kementrian Aparatur Negara 
Republik Indonesia. Keberadaan pengelolaan kepegawaian ini dimaksudkan 
adalah untuk melayani masyarakat dan meningkatkan pembangunan negara, 
akan tetapi pemerintah dalam memenuhi pelayanan masyarakat secara 
menyeluruh sifatnya masih terbatas. 
Lahirnya pegawai tidak tetap / tenaga honorer di Indonesia secara filosofis 
berkaitan dengan adanya kebutuhan aparatur negara dalam hal ini sebagai 
wujud pelaksanaan manajemen kepegawaian untuk menjalankan tata 
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pemerintahan Indonesia. Tenaga honorer khususnya profesi guru di Kota 
Surakarta jumlahnya semakin lama semakin meningkat. Hal ini dikarenakan 
keberadaan guru yang berstatus sebagai guru PNS jumlahnya tidak dapat 
memenuhi kebutuhan guru di sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta di 
Kota Surakarta. Selain itu pertambahan tenaga guru honorer juga disebabkan 
oleh beberapa faktor, antara lain semakin meningkatnya minat masyarakat 
untuk menjadi guru PNS melalui guru honorer karena kesejahteraan guru PNS 
setelah lulus sertifikasi cukup menjanjikan.  
Pengangkatan guru honorer oleh sekolah pada umumnya tidak didasarkan 
pada analisis kebutuhan guru dan ketentuan beban minimal mengajar 24 (dua 
puluh empat) jam per minggu (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 
tentang Guru). Semestinya pengangkatan tersebut didasarkan atas hasil analisis 
kebutuhan guru antara Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional bersama 
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kualifikasi 
akademik dan kompetensi guru sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen. Seleksi guru CPNS melalui guru bukan PNS 
(guru honorer) agar memprioritaskan masa kerja bagi guru honorer yang sudah 
memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik dan tenaga kependidikan formal 
atau non formal (http://ahok.org/?p=578).  
Pengaturan mengenai tenaga honorer yang termasuk didalamnya profesi 
guru di Indonesia, telah diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam pasal 
tersebut dijelaskan bahwa di samping Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak 
tetap. Dari penjabaran pasal tersebut, untuk pengangkatan pegawai tidak tetap 
dalam hal ini tenaga guru honorer, pemerintah mengeluarkan peraturan 
pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga 
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Honorer Menjadi CPNS. Dalam Peraturan Pemerintah itu menyatakan bahwa 
tenaga honorer yang memenuhi persyaratan perundang-undangan diangkat 
menjadi CPNS telah diselesaikan pada tahun 2009 yang lalu. Pengaturan 
pengangkatan tenaga honorer dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan 
dalam rumusan pasal-pasalnya antara lain :  
a. Pasal 3 disebutkan bahwa : 
(1) Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi yang 
melaksanakan tugas sebagai: 
e. guru;  
f. tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan; 
g. tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan, peternakan; dan 
h. tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada: 
c. usia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun dan paling rendah 
19 (sembilan belas) tahun; dan 
d. masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit 1 (satu) tahun 
secara terus menerus.  
b. Pasal 4 disebutkan bahwa : 
(1)  Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 
dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi. 
(2) Pengangkatan tenaga honorer yang memenuhi ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan bagi tenaga honorer yang 
mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 
(empat puluh enam) tahun. 
c. Pasal 6 dalam Peraturan Pemerintah ini diubah sebagaimana yang terdapat 
dalam penjelasannya yaitu : 
(3) Pentahapan ini disesuaikan dengan jumlah lowongan formasi yang 
ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. 
(4) Tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan 
penghasilannya tidak dibiayai oleh APBN/APBD, baru dapat diangkat 
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menjadi CPNS apabila semua tenaga honorer yang dibiayai 
APBN/APBD seluruhnya secara nasional telah diangkat menjadi 
CPNS sebelum Tahun Anggaran 2009. Dengan demikian, apabila 
masih terdapat tenaga honorer yang dibiayai APBN/APBD belum 
diangkat menjadi CPNS sampai Tahun Anggaran 2009, maka tenaga 
honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD tidak dapat diangkat 
sebagai CPNS.  
Apabila sebelum Tahun 2009 secara nasional tenaga honorer yang 
dibiayai APBN/APBD telah selesai seluruhnya diangkat sebagai 
CPNS, maka tenaga honorer yang tidak dibiayai APBN/APBD yang 
bekerja pada instansi pemerintah dapat diangkat menjadi CPNS sesuai 
dengan kebijakan nasional, berdasarkan formasi, analisis kebutuhan 
riil, dan kemampuan keuangan negara. 
d. Pasal 7 disebutkan bahwa Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan secara objektif dan transparan.  
e. Pasal 8 disebutkan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, 
semua Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain di lingkungan 
instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 
f. Pasal 9 
(5) Untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Nasional dan Tim Tingkat Instansi. 
(6) Tim Koordinasi Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang 
pendayagunaan aparatur negara. 
(7) Tim Tingkat Instansi ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
yang bersangkutan. 
(8) Untuk pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS 
tingkat instansi daerah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh 
Gubernur. 
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g. Pasal 11 disebutkan bahwa biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan 
pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS berdasarkan Peraturan 
Pemerintah ini, dibebankan pada: 
c. APBN bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan 
d. APBD bagi tenaga honorer di instansi daerah. 
 Adanya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan bentuk 
keseriusan pemerintah serta langkah antisipasi dalam mengatasi keterbatasan 
dalam melayani kebutuhan masyarakatnya. Akan tetapi, kebijakan yang telah 
dibuat pemerintah tersebut walaupun mengarah ke hal yang positif, namun 
dalam prakteknya birokrasi pelaksanaan pengangkatan pegawai tidak tetap 
serta pengelolaanya cenderung tidak lagi mengacu kepada perundang-
undangan di atasnya. 
Pelaksanaan pengangkatan guru honorer yang mengacu pada Peraturan 
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS telah 
selesai pada tahun 2009 yang lalu, namun masih banyak guru-guru honorer 
yang belum diangkat menjadi guru PNS, dikarenakan masih banyaknya guru-
guru honorer tersebut yang belum masuk database BKD atau data mereka yang 
tercecer saat akan diproses dalam pengangkatan menjadi guru PNS oleh BKD. 
Hal tersebut menimbulkan berbagai protes dikalangan tenaga honorer dalam 
hal ini guru honorer, mereka menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan 
baru demi kejelasan status kepegawaian serta kesejahteraan mereka sebagai 
balas jasa atas dedikasi dan peran mereka memajukan kehidupan bangsa. 
Untuk itu, para guru honorer tersebut melalui organisasi Forum Tenaga 
Honorer Seluruh Indonesia (FTHSNI) berupaya untuk mendapatkan hak-hak 
mereka dari pemerintah.  
Usaha keras yang dilakukan oleh para guru honorer bersama FHTSNI 
ternyata mendapat respon positif dari pemerintah, karena saat ini DPR bersama 
pemerintah tengah membahas usulan perubahan rancangan peraturan 
pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, yaitu 
sebagai berikut :  
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1) Perubahan pada Pasal 1 angka 1  
 Yang semula dirumuskan : “Tenaga honorer adalah seseorang yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 
berwenang dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu.” 
 Diusulkan diubah menjadi : “Tenaga honorer adalah seseorang yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 
berwenang dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu, 
atau yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lembaga swasta 
berbadan hukum untuk melaksanakan tugas tertentu.” 
2) Perubahan pada Pasal 1 angka 1 
 Yang semula dirumuskan : “Tenaga honorer adalah seseorang yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 
berwenang dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu : 
a. Pada instansi pemerintah yang penghasilannya menjadi beban 
APBN/APBD;  
b. Pada instansi pemerintah yang penghasilannya tidak menjadi beban 
APBN/APBD; dan 
c. Di luar instansi pemerintah sebagai guru yang penghasilannya 
menjadi beban APBN/APBD. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud 
dengan penghasilan dari APBN/APBD adalah bahwa tenaga honorer 
tersebut memperoleh penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD. 
Pembebanan penghasilan tersebut harus secara tegas disebutkan 
dalam APBN/APBD sebagai/untuk pembayaran honorarium guru 
honorer. Apabila Guru honorer melaksanakan tugas pada satuan 
pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dinyatakan lulus dan 
diterima untuk diangkat menjadi CPNS, maka yang bersangkutan 
diangkat sebagai CPNS dan ditempatkan pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota.”  
 Diusulkan diubah menjadi : “Tenaga honorer adalah seseorang yang 
diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang 
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berwenang dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu, 
atau yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lembaga swasta 
berbadan hukum untuk melaksanakan tugas tertentu : 
a. Pada instansi pemerintah yang penghasilannya menjadi beban 
APBN/APBD;  
b. Pada instansi pemerintah yang penghasilannya tidak menjadi beban 
APBN/APBD; dan 
c. Di luar instansi pemerintah yaitu instansi yang diselenggarakan oleh 
masyarakat dan berada di bawah naungan badan hukum (yayasan) 
bertugas sebagai tenaga pendidik (guru, dosen, tutor, dan instruktur) 
atau tenaga kependidikan (administrasi) yang penghasilannya 
menjadi beban APBN/APBD dan atau yang penghasilanya tidak 
menjadi beban APBN/APBD.” Dalam ketentuan ini, yang dimaksud 
dengan penghasilan dari APBN/APBD adalah bahwa tenaga honorer 
tersebut memperoleh penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD.  
Apabila Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan honorer 
melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan 
masyarakat dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat menjadi 
CPNS, maka yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS dan 
ditempatkan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan atau 
diselenggarakan oleh Lembaga Swasta berbadan hukum.” 
3) Perubahan pada penjelasan Umum Pasal 1 angka 1 
 Yang semula dirumuskan : “Pejabat lain yang berwenang dalam 
pemerintahan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, paling kurang 
pejabat struktural eselon III/Pimpinan Satuan Unit Kerja, misal : Kepala 
Dinas, Kepala UPT, Kepala Puskesmas.” 
 Diusulkan diubah menjadi : “Pejabat lain yang berwenang dalam 
pemerintahan yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, paling kurang 
pejabat struktural eselon III atau Pimpinan Satuan Unit Kerja, misal : 
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Kepala Dinas, Kepala UPT, Kepala Puskesmas dan Bagi lembaga 
swasta berbadan hukum, pejabat dimaksud adalah Ketua Yayasan.” 
4) Perubahan pada Penjelasan Umum Pasal 1 angka 1 huruf a, b, c,  
 Yang semula dirumuskan : “Apabila guru honorer melaksanakan tugas 
pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dinyatakan 
lulus dan diterima untuk diangkat menjadi CPNS, maka yang 
bersangkutan diangkat menjadi CPNS dan ditempatkan pada Satuan 
Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemeritah/Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota.” 
 Diusulkan diubah menjadi : “Apabila Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan honorer melaksanakan tugas pada satuan pendidikan 
yang diselenggarakan masyarakat dinyatakan lulus dan diterima untuk 
diangkat menjadi CPNS, maka yang bersangkutan diangkat menjadi 
CPNS dan ditempatkan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan 
oleh Pemeritah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan atau 
diselenggarakan oleh Lembaga Swasta berbadan hukum.” 
5) Perubahan pada Pasal 4 huruf g 
 Yang semula dirumuskan : “Khusus bagi tenaga guru mempunyai 
pendidikan paling rendah S1/D4 atau sedang mengikuti pendidikan 
S1/D4.” 
 Diusulkan diubah menjadi :“Bagi tenaga guru/tutor/instruktur dari 
tingkatan SLTA ke bawah, mempunyai pendidikan paling rendah 
S1/D4 atau sedang mengikuti pendidikan S1/D4 sedang untuk tenaga 
dosen mempunyai pendidikan paling rendah S2. 
6) Penambahan Ayat pada Pasal 4, dengan redaksi sebagai berikut: 
“Khusus bagi tenaga guru/tutor/instruktur dari tingkatan SLTA ke bawah 
yang memiliki kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas atau 
sederajat wajib melaksanakan penyetaraan kualifikasi pendidikan S1/D4 
maksimal 1 tahun setelah dinyatakan lulus CPNS. Apabila tidak 
melaksanakan penyetaraan kualifikasi pendidikan S1/D4 tersebut di atas, 
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maka tidak dapat diikutkan dalam diklat prajabatan CPNS dan penetapan 
NIP-nya dapat ditinjau ulang oleh Badan Kepegawaian Negara.” 
7) Perubahan pada Pasal 5 untuk angka (3) 
 Yang semula dirumuskan : “Data tenaga honorer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). Disampaikan paling lambat tanggal 1 Oktober 
2009.” 
 Diusulkan diubah menjadi : “Data tenaga honorer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). Disampaikan paling lambat tanggal 1 Juni 
2010.” 
8) Perubahan pada Pasal 6 
 Yang semula dirumuskan : “Seleksi tenaga honorer menjadi CPNS 
dilakukan untuk mengisi formasi 2010.” 
 Diusulkan diubah menjadi : “Seleksi tenaga honorer menjadi CPNS 
dilakukan untuk mengisi formasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 
2014.” 
9) Perubahan pada Pasal 7 ayat (2) huruf d  
 Yang semula dirumuskan : “khusus bagi tenaga guru mempunyai 
pendidikan paling rendah S1/D4 atau sedang mengikuti pendidikan 
S1/D4.” 
 Diusulkan diubah menjadi : “Bagi tenaga guru/tutor/instruktur dari 
tingkatan SLTA ke bawah, mempunyai pendidikan paling rendah 
S1/D4 atau sedang mengikuti pendidikan S1/D4 sedangkan untuk 
tenaga dosen mempunyai pendidikan paling rendah S2. 
10) Penambahan Pasal 7 untuk huruf e, dengan redaksi sebagai berikut : 
“Khusus bagi tenaga guru/tutor/instruktur dari tingkatan SLTA ke bawah 
yang memiliki kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas atau 
sederajat wajib melaksanakan penyetaraan kualifikasi pendidikan S1/D4 
maksimal 1 tahun setelah dinyatakan lulus CPNS. Apabila tidak 
melaksanakan penyetaraan kualifikasi pendidikan S1/D4 tersebut di atas, 
tidak dapat diikutkan dalam diklat prajabatan CPNS dan penetapan NIP-
nya dapat ditinjau ulang oleh Badan Kepegawaian Negara.” 
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11) Penambahan Pasal 7 untuk huruf e, dengan redaksi sebagai berikut : 
“Khusus bagi tenaga guru/tutor/instruktur tingkat SLTA atau sederajat ke 
bawah yang memiliki kualifikasi pendidikan Sekolah Menengah Atas atau 
sederajat wajib melaksankan penyertaraan kualifikasi pendidikan S1/D4 
maksimal 1 tahun setelah dinyatakan lulus CPNS. Apabila tidak 
melaksanakan penyetaraan kualifikasi pendidikan S1/D4 tersebut di atas, 
maka tidak dapat diikutkan dalam diklat prajabatan CPNS dan penetapan 
NIP-nya dapat ditinjau ulang oleh Badan Kepegawaian Negara” 
(http://pimpusktsi.blogspot.com/2010/02/paradigma-sukwan-indonesia-
tenaga.html). 
Alasan disampaikannya usul perubahan rumusan Rancangan Peraturan 
Pemerintah tersebut di atas, supaya Peraturan Pemerintah yang akan 
diterbitkan nanti dapat menampung aspirasi dan keadaan tenaga guru honorer 
secara representatif dalam memenuhi prinsip keadilan yang proporsional di 
seluruh Indonesia. Sebab tenaga guru honorer yang telah berjasa 
mengabdikan diri pada negara itu tidak hanya yang bertugas di instansi 
pemerintah saja, melainkan banyak sekali yang bertugas di lembaga swasta 
yang berbadan hukum dan sama sekali tidak menerima penghasilan yang 
layak baik dari APBN maupun APBD sehingga dengan demikian tidak ada 
kebijakan diskriminasif dan dikotomi antara instansi negeri dan instansi 
swasta untuk menjadi CPNS. Di samping itu, Peraturan Pemerintah yang baru 
tersebut dapat menghindari terjadinya gejolak kecemburuan diantara para 
tenaga honorer maupun aksi-aksi menuntut peningkatan status dan 
kesejahteraan dari tenaga honorer di seluruh Indonesia. 
2. Status hukum tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta pada 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menurut 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian. 
Setelah munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi CPNS, banyak yang menafsirkan lain pengertian pegawai 
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tidak tetap tanpa mengarah kepada dasar hukum yang ada, misalnya ada yang 
mengartikan pegawai tidak tetap sebagai tenaga honorer APBD/APBN dan 
tenaga honorer Non-APBD/APBN, tenaga sukarelawan serta pegawai tidak 
tetap itu sendiri. Keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dilematik 
dan pragmatis di lingkungan Pemerintahan Daerah khususnya para pegawai 
tidak tetap sendiri karena keberadaannya yang cenderung menjadi bias dan 
terjadi pemilahan yang secara nyata telah menimbulkan perpecahan di 
lingkungan aparatur khususnya di lingkungan pegawai tidak tetap, karena 
tidak adanya pengakuan secara hukum dari pemerintah. Walaupun ada yang 
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 junto Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer 
Menjadi CPNS, tetapi sangat bersifat diskriminatif. Dilihat dari keberadaan 
pegawai tidak tetap tersebut maka ketetapan mengenai pengaturan pegawai 
tidak tetap sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (3) menjadi 
terpilah oleh keberadaan Peraturan Pemerintah tersebut di atas dan 
mengabaikan pegawai tidak tetap yang tidak didanai oleh APBD/APBN, 
padahal pada kenyataannya keberadaan pegawai tidak tetap tersebut memiliki 
harapan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagai wujud penghargaan 
pemerintah atas pengabdian dan dedikasinya. 
Di tengah terpuruknya peradaban bangsa, gencarnya informasi, dan 
lepasnya sekat antar bangsa lewat teknologi informasi, peran guru kian 
strategis untuk mengambil salah satu peran yang menopang pada tegaknya 
peradaban manusia Indonesia di waktu yang akan datang. Sebuah harapan 
yang tidak hanya cukup dengan verbalitas tetapi dibutuhkan kerja profesional, 
kredibilitas, kreatifitas dan efektifitas untuk mencapai cita-cita yang 
ditargetkan. Guru merupakan pekerjaaan yang amat mulia. Ia berhadapan 
dengan anak-anak manusia yang nantinya akan menentukan masa depan 
bangsa. Peran guru yang strategis, menuntut kerja guru yang profesional, dan 
mampu mengembangkan ragam potensi yang terpendam dalam diri anak didik. 
Sedemikian besar peran guru dalam melakukan perubahan terhadap peradaban 
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lewat anak didik yang akan menentukan masa depan. Kondisi yang kemudian 
memicu lahirnya Undang Undang Guru dan Dosen untuk mensejahterakan dan 
memproteksi kehidupan guru. Upaya-upaya protektif untuk memayungi 
profesi guru, dan pada gilirannya kelak akan memuliakan hidup manusia. 
Cita-cita mulia profesi guru seperti diamanatkan Undang-Undang, 
bukanlah hal yang mudah untuk diraih. Persoalan ini muncul manakala beban 
profesi yang menjadi tuntutan tidak sepadan dengan hak yang diterima untuk  
memenuhi kebutuhan hidup layak seorang guru. Persoalan yang sering dialami 
para guru honorer di berbagai daerah khususnya di kota Surakarta, terutama 
jika perolehan finansial mereka dibandingkan dengan beban tanggungjawab 
yang diembannya. Namun demikian bukan berarti bahwa gaji merupakan satu-
satunya indikator untuk kesejahteraan guru dan berkaitan dengan peningkatan 
kinerja profesinya. 
Di dalam kehidupan modern dan tantangan globalisasi, menuntut adanya 
reorientasi terhadap profesi guru sebagai implikasi dari perubahan yang 
berkembang di lingkungan sekitarnya. Guru dicitrakan sebagai pahlawan tapi 
tanpa tanda jasa. Sesuatu yang ironis, ketika seorang guru dituntut untuk 
bekerja secara profesional, sebagai pahlawan sudah sepantasnya mendapatkan 
tanda jasa yang layak dengan kontribusi yang telah mereka berikan. Dalam 
masyarakat tradisional, seorang guru adalah seseorang yang dapat digugu dan 
ditiru segala perbuatannya. Ia mengetahui tentang segala sesuatu yang tidak 
diketahui oleh orang lain. Sehingga guru pada saat itu menjadi satu-satunya 
sumber informasi dan sumber kebenaran. Rekruitment guru yang lebih 
mengedepankan kualifikasi moral daripada kualifikasi akademisnya. Kondisi 
yang memuliakan kerja atau profesi guru, tetapi juga sekaligus memberikan 
ekses otoritarianisme guru, sehingga kurang optimal untuk memberdayakan 
potensi yang dimiliki siswa. Maka dalam hal ini yang perlu mendapat 
perhatian adalah :  
a. adanya perhatian, pembinaan dan pelatihan guru honorer untuk 
meningkatkan kompetesi dan profesionalnya; 
b. bantuan hukum dan kontrak kerja untuk melindungi profesi guru honorer; 
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c. adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang mengatur standarisasi 
penerimaan guru honorer disetiap jenjang pendidikan berdasarkan 
pengalaman kerja, pendidikan, keahlian, kompetensi dan profesionalitas;  
d. pemerintah dan masyarakat penyelenggara pendidikan dalam pelaksanakan 
program sekolah gratis perlu meningkatan status dan kesejahteraan guru 
honorer;  
e. adanya payung hukum yang mengatur profesi guru honorer;  
f. pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program sekolah gratis 
tetap memberikan tunjangan intensif yang dianggarkan melalui APBN dan 
APBD;  
g. adanya perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk memasukkan guru 
honorer dalam database;  
h. memberikan informasi secara terbuka dimedia massa dan kesempatan 
seluas-luasnya pada guru honorer untuk mengikuti sertifikasi guru dan 
meninjau kembali persyaratan dan kriteria sertifikasi yang menjadi 
penghambat guru honorer dalam mengikuti sertifikasi;  
i. pemerintah perlu membentuk lembaga pemantau pendidikan yang 
independen dengan mengikutsertakan organisasi profesi guru dan ahli 
pendidikan;  
j. adanya anggaran atau bantuan pembinaan organisasi guru honorer 
berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, 
wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan 
pengabdian kepada masyarakat yang dianggarkan melalui APBN dan 
APBD; dan 
k. adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang mengatur mengenai 
tunjangan bagi kesejahteraan profesi guru honorer 
(http://www.kotaprabumulih.go.id/?act=artikel_detil&id=45). 
Persoalan status guru honorer yang jumlahnya kian bertambah, kembali 
menjadi perhatian publik. Oleh karena itu, Pemerintah harus 
mempertimbangkan para guru honorer agar dapat diangkat jadi CPNS. Untuk 
pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, pemerintah perlu mengangkat para 
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guru honorer menjadi PNS. Tentunya pengangkatan ini harus sesuai dengan 
ketentuan, meski memiliki kewajiban mendidik yang sama, namun hak yang 
diterima guru honorer berbeda dengan guru PNS. Guru honorer hanya 
mengandalkan honor dari sekolah saja. Belum lagi guru honorer yang ada di 
daerah terpencil, nasib mereka lebih tidak menentu lagi, kesejahteraan guru 
harus menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 
Selain menjalankan amanat undang-undang, pemenuhan kesejahteraan tenaga 
kependidikan masuk dalam salah satu Standar Nasional Pendidikan yang 
diterbitkan pemerintah. 
Dalam hal status dan perlindungan hukum, Undang-Undang Guru dan 
Dosen mengamanatkan Pasal 1 ayat (7) yang menyebutkan bahwa “Perjanjian 
kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru 
atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 
memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip 
kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. 
Selain itu juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) yang menyebutkan bahwa 
“Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran 
perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena 
sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru 
atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dirinci dan dipertegas 
pada Pasal 39 yaitu :  
(1) pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, atau 
satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam 
pelaksanaan tugas.  
(2) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan 
hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan 
kesehatan kerja.  
(3) perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 
perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan 
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diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta 
didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.  
(4) perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup 
perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak 
wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap 
profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru 
dalam melaksanakan tugas.  
(5) perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan 
kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, 
kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Guru honorer dalam 
menjalankan profesinya masih banyak kita temukan tidak adanya kontrak 
kerja dan belum adanya perlindungan hukum secara jelas jika terjadi 
diskriminasi dan pemutusan hubungan kerja, baik mereka yang bertugas 
disekolah negeri maupun swasta di semua tingkatan pendidikan yang 
diselengarakan oleh masyarakat penyelenggara pendidikan Pasal 1 ayat 
(5) Undang-Undang Guru dan Dosen. Maka dalam hal ini perlu dan 
pentingnya organisasi profesi guru, sangatlah tepat Undang-Undang guru 
dan dosen mengamanatkan pada Pasal 1 ayat (13) yaitu Organisasi profesi 
guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus 
oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. Selanjutnya terinci 
dan dipertegas pada Pasal 41, yaitu :  
(1) guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen.  
(2) organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, 
wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan 
pengabdian kepada masyarakat.  
(3) guru wajib menjadi anggota organisasi profesi.  
(4)  pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  
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(5) pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 
organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan 
pengembangan profesi guru.  
Selain itu juga dalam Pasal 42 yang menyebutkan bahwa organisasi 
profesi guru mempunyai kewenangan:  
a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;  
b. memberikan bantuan hukum kepada guru;  
c. memberikan perlindungan profesi guru;  
d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru; dan  
e. memajukan pendidikan nasional. 
Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa perlindungan hukum adalah salah satu 
hak bagi guru. Yaitu perlindungan hukum dan perlindungan atas Hasil 
Kekayaan Intelektual (HAKI). Perlindungan yang dimaksud, yaitu bentuk 
pelayanan yang wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat 
keamanan guna memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada 
korban dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang 
diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang 
pengadilan (PP Nomor 2 Tahun 2002).  
Melalui Undang-Undang Guru dan Dosen, pengurus Persatuan Guru 
Republik Indonesia (PGRI) berharap kepada Pemerintah merealisasikan 
perlindungan profesi guru; meliputi perlindungan yang berhubungan dengan 
resiko terhadap pelaksanaan tugas guru sebagai tenaga profesional, misalnya 
pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dari 
kebebasan akademik dan mimbar akademik, dan pembatasan dan pelarangan 
lainnya yang dapat menghambat guru dalam menjalankan tugasnya. 
Perlindungan keselamatan kerja yang meliputi  perlindungan terhadap resiko 
gangguan kemanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran, bencana alam dan/ atau 
bentuk bencana lainnya. Perlindungan dari perlakuan diskriminatif guru dalam 
melaksanakan tugasnya, yaitu perlindungan terhadap pemberian penghasilan 
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dan kesejahteraan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlindungan 
hukum pada guru ini bukan hanya mengenai statusnya saja, melainkan juga 
bagaimana guru bisa bersikap kritis dan independen terhadap suatu masalah 
tanpa ada rasa takut terintimidasi oleh dinas pendidikan, yayasan, atau pihak 
lain.  
Menyikapi masalah terkait guru honorer tersebut, mungkin ada baiknya 
pemerintah lebih memfokuskan dan memproritaskan pembinaan organisasi 
guru honorer, peningkatan kompetensi, profesionalisme, peningkatan status 
dan kesejahteraan guru honorer secara bertahap dan merata, karena guru 
honorer juga memberikan konstribusi dan peran yang sangat strategis dalam 
pembangunan bangsa serta merupakan komponen utama sekaligus merupakan 
ujung tombak dalam menjadikan sumber daya manusia yang baik dan 
berkualitas. Dengan memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkualitas, 
diharapkan mampu membawa bangsa ini keluar dari krisis multi dimensional 
dan bangkit sejajar dengan negara maju lainya. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan  
 Dalam penelitian ini ada dua masalah pokok yang dikaji oleh penulis 
yaitu: (1)  tentang pengaturan tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta 
pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menurut Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dan (2) tentang status hukum 
tenaga guru honorer Pemerintah Kota Surakarta pada Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok 
di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pengaturan mengenai tenaga honorer dalam hal ini profesi guru dalam 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
terdapat dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa di samping Pegawai 
Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat 
mengangkat pegawai tidak tetap. Dalam rumusan pasal tersebut pengaturan 
mengenai tenaga honorer lebih dirinci dalam ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS 
yang pelaksanaannya telah diselesaikan pada tahun 2009 yang lalu. Padahal 
masih banyak tenaga honorer khususnya profesi guru yang belum diangkat 
menjadi CPNS. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini pemerintah 
bersama DPR tengah membahas perubahan rancangan peraturan pemerintah 
yang diharapkan mampu menjadi solusi yang terbaik dalam menyelesaikan 
pengangkatan tenaga honorer khususnya untuk profesi guru.  
2. Status hukum tenaga honorer dalam hal ini profesi guru dalam Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak 
diatur secara jelas bahkan menjadi bias dan cenderung terpilah karena 
keberadaan peraturan pemerintah mengenai pengangkatan tenaga honorer 
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menjadi CPNS. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pengakuan secara 
hukum oleh pemerintah mengenai keberadaan tenaga honorer tersebut.  
B. Saran  
1. Diharapkan pemerintah dalam hal ini untuk segera melakukan revisi dan 
memperjelas rancangan peraturan pemerintah, tentang definisi tenaga honorer 
yang menimbulkan perpecahan karena adanya diskriminatif antara instansi 
swasta dan instansi negeri khususnya yang berada di bawah naungan 
Departemen Pendidikan Nasional dari mulai Tingkat Pendidikan Dasar, 
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi, serta keberadaanya didasarkan 
kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian.  
2. Diharapkan pemerintah segera mengesahkan Keputusan Menteri 
Pemberdayaan Aparatur Negara tentang pengangkatan tenaga honorer yaitu 
KEPMENPAN Nomor 5 Tahun 2010 menjadi peraturan pemerintah yang baru 
yang lebih menyeluruh dan tidak menimbulkan diskriminasi dan permasalahan 
baru khususnya tentang pengangkatan pegawai yang diangkat dari pegawai 
tidak tetap yang telah bekerja pada dinas ataupun instansi baik negeri maupun 
swasta khususnya profesi guru. 
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